BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN

Menimbang :

)

2

Mengingat

SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

a. bahwa untuk mewujudkan ()rgaqusn pcmu:mtah yang tepat

fungsi, tepat proses dan tepat “ukuran perlu penataan kembali
struktur tugas, fungsi perangkat daerah;

b. bahwa dalam rangka memperbaiki menyesuaikan, struktur dan

pques orgamsam yangj sesuai dengan lingkungan strategisnya

E}k%kci\ Ltj p}umba#ﬁ dan penyesuaian terhadap
r/tu[g s da gT‘é;l a t'daerah;

'c. bahwa bérdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
| \Sérta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan

/Sumber Daya Air Kabupaten Jember ;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jember No/mm‘ 3 |

o\ 0
MEMUTFUSKAN/: |

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANIS N[ ;F;RTA TATA KERJA
I m’ﬁ: ARGA DAN SUMBER
_—DAYA AR KABYPATE]
‘ BAB I
o KETENTUAN UMUM

/ Pasal 1
./’/.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.

2. Bupati adalah Bupati Jember.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

6. Sekretaris adalah Seckretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.
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10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Jember.

11. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. ’

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedgduk’éh di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melg)u'r/ﬁél{r’étaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang bina marga-dan sumber daya air,

(4) Dinas dalam melaksar élia? fL%%'as s/\ebagé:;?ﬁiaha dimaksud pada
ayat (3) menyelengg ):gké}h! ungsi; | | \ L//f =

a. perumusan | kebijakan dalam_ penyusunan program

. penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan

‘ el ingl«;ap jalan, dan pengembangan sumber daya air berupa

t‘[ri an irigasi dart bangunan pelengkap lainnya;
lakis pembangunan infrastruktur jalan, jembatan,

\\__saluran drainase, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap
lainnya;

c. pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur
jalan, jembatan, saluran drainase, jaringan irigasi dan
bangunan pelengkap lainnya;

d. pembinaan, pembimbingan, dan pengendalian terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan,
saluran drainase, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap
lainnya;

e. pendataan, pengendalian, pengawasan, dan rekomendasi
terhadap pemanfaatan aset infrastruktur kebinamargaan dan
sumber daya air di luar fungsinya; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :



a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Aset;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perencanaan Teknis Infrastruktur membawabhi :
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Teknis Jalan dan

Rumija;
2. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Teknis Jembatan
dan Saluran Drainase; dan

3. Seksi Perencanaan dan Teknis Sumber Daya Air.

d. Bidang Teknis J alan membawahi :
1. Seksi Teknis Jalan Kabupaten dan Rumija;
2. Seksi Teknis Jalan Desa; dan
3. Seksi Unit Reaksi Cepat Jalan dan Rumija.

e. Bidang Teknis Jembatan dan Saluran Drainase

membawahi :

1. Seksi Teknis Jembatan;

2. Seksi Teknis Saluran Drainase; dan

3. Seksi Unit Reaksi Cepat Jembatan dan Saluran Drainase.

Bidang Sumber Daya Air membawahi :

1.Seksi Pe ngunan ) dan Rehablhtasn Bendungan,
Wad /,/pam,l aIuran Ingasx

2.Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer dan
Sekunder, dan

i Irlgas1 Tersier dan HIPPA.
‘ljlld taan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Aset
tr

r‘/fr

M

r membawahi:
Sek31 Aset Kebinamargaan; dan
2. Seksi Aset Sumber Daya Air.
h. Bidang Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi membawahi:
1. Seksi Pemanfaatan Alat Berat;
2. Seksi Bengkel Alat Berat; dan
3. Seksi Laboratorium Konstruksi.
1. UPT; dan
J. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam
melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan,
penatausahaan urusan keuangan, umum , rumah tangga dan
aset, mengkoordinasikaan penyelenggaraan tugas dinas serta
pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada kepala
dinas dan semua unsur di lingkungan dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
Sekretariat, mempunyai fungsi:

a. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari
bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;

b. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan
tugas — tugas bidang secara terpadu; ///;: ]

c. pendistribusi tugas kepada bidéﬁg sesuai tugas dan
kewenangannya; ,

d. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program
kegiatan dinas; ’

'ﬂ/g 4&@4«% é\m\a 1é /penyusundn data

valuas1 dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan

\

“dinas;
Penyelenggaraan analisa kebutuhan barang , analisa

f.
/‘ | U e tLtfl”r@Lpe/mehharaan barang;
/A\ e ;12&1’( dan  pemeliharaan barang inventaris dinas,
. |\_inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang
= "yang dikuasai oleh dinas;

h. Pelaksanaan urusan administrasi umum, penatausahaan
keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah
tangga dinas, perjalanan dinas, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;

i. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja
organisasi dinas;

j.  Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah,;

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Aset
Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Aset, mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas,
pengelolaan asset serta melaksanakan tugas-tugas lain vang
diberikan oleh Sekretaris.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Sub Bagian Umum dan Aset, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan
dinas;

c. penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan
dinas, penerimaan tamu- tamu, protokoler, keamanan dan
kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan
kerumahtanggaan lainnya;

d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi dan
kehumasan dinas;

e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis
jabatan di lingkungan dinas;

f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang; el

g. pelayanan administrasi dan pclzﬂ(ﬁ;éaﬁ‘ pengadaan,
pemeliharaan dan pendistribusian peralatan /perlengkapan
kantor;

h. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan  aset

/ba:/m?»hk/ﬁﬂ% LLH "\..r',"
i. penyus aﬁn pertanggungauaban atas

”'pelaksanaan tugas.

e [\ L1 | LA J Q/ - Paragraf2
//,_/ / A \ j U /b/B’ SJ' agian Perencanaan dan Pelaporan
' s

L , y Pasal 6
B
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas
///”' mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan
//’/ penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta
_— melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan

perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD

b. pengumpulan , pengolahan dan penyajian data informasi
OPD

c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system
informasi perencanaan dan pelaporan daerah ;

d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan
laporan  pertanggungjawaban OPD  sesual peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
evaluasi kelembagaan perangkat daerah



f. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian
kinerja lingkup dinas;

g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanan
tugas.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 7

(1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengkoordinasikan
pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan

keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

-

a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian peayusunan rencana
anggaran dan rencana perubahan anggaran

b. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja
tidak langsung, dag/pEr,}?pmﬁap retrlbu_en daerah yang menjadi

anegne a0 A
c. pengko lingsian “pelaksaﬂaanw mput ,data pada system

informasi kéuang,an daerah;
~d pengkoordmasmn penatausahaan keuangan ;

/ ‘ \e pela sarL/ vjlflkasl harian atas pertanggungjawaban
il:

-
— elaksa naan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan
pembayaran,
~_—g. penylapan bahan dan pengkoordinasian rekonsilisasi data
il keuangan secara periodik dengan BPKAD;
/// h. penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan
| pengeluaran;

i. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaan,;
J. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan ; dan

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Kedua
Bidang Perencanaan Teknis Infrastruktur
Pasal 8

(1) Bidang Perencanaan Teknis Infrastruktur mempunyai tugas
melaksanakan tugas bidang perencanaan teknis infrastruktur
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Perencanaan Teknis Infrastruktur mempunyai
fungsi meliputi :

a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka
penyusunan program, kegiatan, dan estimasi biaya
pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan
pemeliharaan di bidang infrastruktur;

b. pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dalam rangka
pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan
infrastruktur;

c. penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, dan
pengawasan kegiatan pengadaan tanah, pembangunan
dan/atau peningkatan infrastruktur, serta rehabilitasi
dan/atau pemeliharaan infrastruktur;

d. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pengadaan tanah,
pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur, serta
rehabilitasi dan/atau pemeliharaan mfrastruktur, dan

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban - ‘atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1 )
Seksi Perenean&an"l"e,lﬂnhs Ja\lan dan Rumija
a Pasal 9 '

(1) Sekm Perencanaan Teknis Jalan dan Rumija mempunyai
| |tugas e[lalnsanakan pengelolaan perencanaan dan
q:ig 4:}an rhadap kegiatan pembangunan, peningkatan,
‘! U re ain ﬁa51, dan pemeliharaan jalan dan Ruang Milik Jalan
| serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Rumija mempunyai
fungsi meliputi :

a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan
pemrogaman dan perencanaan teknis pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan;

b. pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan
dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang

kebinamargaan;

c. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang
jalan;

d. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;

e. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pekerjaan
pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan
jalan; dan

f. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
g. penyusunan, penganalisaan, dan evaluasi terhadap fungsi,
status, serta kelas jalan kewenangan daerah;
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h. pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dalam rangka
pembangunan jalan dan/atau peningkatan kapasitas ruang
milik jalan;

i. pelaksanaan evaluasi dan pengkajian data laporan kondisi

pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagai

bahan perumusan kebijakan;

penelitian dan pengkajian pemanfaatan ruang milik jalan;

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang; dan

1. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

e

Paragraf 2
Seksi Perencanaan Teknis Jembatan dan Saluran Drainase
Pasal 10

(1) Seksi Perencanaan Teknis Jembatan dan Saluran Drainase
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan
dan pengendalian  terhadap kegiatan pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan dan
drainase serta tugas lain yang dxbenkan oleh Kepala Bidang.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Perencanaan Teknis Jembatan dan Saluran Drainase
mempunya1 fungsi meliputi :

a. peny1 Pan fiata dan informasi sebaga1 bahan penyusunan
pebéneanaan teknis pembangunan,
eh bllrta51, dan pemeliharaan jembatan dan
l ran dramase,
b. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang
| —jembatan dan saluran drainase;
U e pengevaluasian terhadap hasil pengujian konstruksi;

/ d. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pekerjaan
pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan
jembatan dan saluran drainase; dan

e. pelaksanaan inspeksi keamanan, keselamatan, dan kondisi
jembatan;

f. pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dalam rangka
pembangunan jembatan dan/atau pelebaran jembatan;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang; dan

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 3
Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
Pasal 11

(1) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air mempunyai
tugas melaksanakan  pengelolaan  perencanaan dan
pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, rehabilitasi,
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operasi, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Perencanaan Teknis SDA mempunyai fungsi :

a. penyusunan analisis dan evaluasi kelayakan program
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

b. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;

c. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan
kegiatan tahunan pengembangan dan pengelolaan sistem
irigasi;

d. analisis kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas
penganggaran;

e. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka
estimasi biaya pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi,
operasi, dan pemeliharaan Bendungan, Waduk, Dam,
Saluran Irigasi; ‘

f. pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, operasi,
dan pemeliharaan Bendungan,fWaduk Dam, Saluran
Irigasi; =1/ / [\

g. pemantauan dan identifikasi dampak serta manfaat
pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air dan
lmgkungan,

E, k ana n tugas tugas 1a1n xang diberikan oleh Kepala

s ( W :
-~ M Eil ‘ u unan iaporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.
| ("‘1/1/‘”’/":/// Bagian Ketiga

Bidang Teknis Jalan
Pasal 12

(1) Bidang Teknis Jalan mempunyai tugas melaksanakan tugas
bidang teknis jalan dan Ruang Milik Jalan serta tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

a.

Bidang Teknis Jalan mempunyai fungsi meliputi:
penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka
penyusunan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan
Ruang Milik Jalan;

. pelaksanaan  kegiatan pembangunan, peningkatan,

rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan Ruang Milik
Jalan; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1



Seksi Teknis Jalan Kabupaten dan Rumija
Pasal 13
(1) Seksi Teknis Jalan Kabupaten dan Rumija mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan pembangunan dan peningkatan
jalan kabupaten, dan pemasangan patok kilometer serta tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Teknis Jalan Kabupaten dan Rumija mempunyai
fungsi meliputi :

a. pelaksanaan dan mengendalikan konstruksi dan mutu
pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jalan

kabupaten;

b. penyusunan dan pengembangan standar dokumen
pengadaan;

c. penyesuaian kontrak  pekerjaan  konstruksi jalan
kabupaten;

d. pelaksanaan evaluasi dan pengusulan penetapan laik
fungsi jalan kabupaten;

e. pelaksanaan pengadaan dan pemasangan patok kilometer
jalan kabupaten; e

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang; dan
g- penyu unan laPoran pertanggungjawaban atas pelaksanaan
BN
F \ ‘ B
Paragraf 2
Seksi Teknis Jalan Desa
[P ™ Pasal 14
L

(1) Seksi Teknis Jalan Desa mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan dan pendampingan pembangunan dan
peningkatan jalan desa, serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Teknis Jalan Desa mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan dan mengendalikan konstruksi dan mutu
pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jalan
desa;

b. penyusunan dan pengembangan standar dokumen
pengadaan;

c. penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan desa;

d. pendampingan terhadap pelaksanaan pembangunan dan
peningkatan jalan desa yang dilakukan oleh Pemerintah
Desa;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang; dan
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f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Unit Reaksi Cepat Jalan dan Rumija
Pasal 15

(1) Seksi Unit Reaksi Cepat Jalan dan Rumija mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan rehabilitasi dan pemeliharaan
jalan dan Ruang Milik Jalan serta tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Unit Reaksi Cepat Jalan dan Rumija mempunyai
fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan;

b. penyesuaian  kontrak pekerjaan rehabilitasi dan
pemeliharaan jalan; a L

c. pengelolaan, pemantau;m,/ ﬁﬁn eV}aldas: peralatan dan
bahan atau material pemeliharaan jalan;

d. pelaksanaan survey ke lokasi yang diminta/dimohon,
untuk mengetahul kondisi riil serta menganalisa dampak

Pr [lal:%ran \an:arfg keberadaan pohon-pohon
eh

dung di ruang milik jalan yang membahayakan
pengguna jalan;

f. pelaksanaan kordinasi dengan instansi lain terkait
kegtatan perempesan dan pemotongan pohon-pohon

L/ pelmdung di ruang milik jalan yang membahayakan
pengguna jalan;

g. pelaksanaan kegiatan perempesan dan pemotongan
pohon-pohon pelindung di ruang milik jalan yang
membahayakan pengguna jalan;

h. penyusunan laporan hasil pengawasan dan merumuskan

usulan tindakan turun tangan;

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang; dan

a. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Teknis Jembatan dan Saluran Drainase
Pasal 16

(1) Bidang Teknis Jembatan dan Saluran Drainase mempunyai
tugas melaksanakan pelaksanaan pembangunan dan
rehabilitasi dan/atau pemeliharaan jembatan dan saluran
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drainase, pengendalian mutu dan |hasil pelaksanaan

pekerjaan. serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Teknis Jembatan dan Saluran Drainase
mempunyai fungsi:

a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka

penyusunan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan,

peningkatan, rehabilitasi, dan/atau pemeliharaan
jembatan dan saluran drainase;

b. pelaksanaan  kegiatan pembangunan, peningkatan,
rehabilitasi dan/atau pemeliharaan jembatan dan saluran
drainase;

c. penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi dan/atau pemeliharaan jembatan
dan saluran drainase;

d. pembinaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan

kegiatan pembangunan, peniggka_tan, rehabilitasi
dan/atau pemeliharaan jembatafl/rdan (saluran drainase;
dan A
e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas. | L |
A | L
P [ J \ | | !Pal'aéraf 1‘ ‘
1 | 2y 'Seksi Teknis Jembatan
Pasal 17

- (} Seksi Teknis Jembatan mempunyai tugas melaksanakan
2 / \ﬁengelo an pembangunan dan peningkatan jembatan serta
[ «h;gas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2y Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Teknis Jembatan mempunyai fungsi meliputi :
a. pelaksanaan dan mengendalikan konstruksi dan mutu
= pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan
jembatan;
b. penyusunan dan pengembangan standar dokumen
pengadaan;
c. penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jembatan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pengusulan penetapan laik
fungsi jembatan;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang; dan
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 2
Seksi Teknis Saluran Drainase
Pasal 18



(1)

(2)

7
[
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Seksi Teknis Saluran Drainase mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan

saluran drainase dan dinding penahan jalan serta tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Teknis Saluran Drainase mempunyai fungsi

meliputi:

a. pelaksanaan dan mengendalikan konstruksi dan mutu
pelaksanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan saluran
drainase dan dinding penahan jalan;

b. penyusunan dan pengembangan standar dokumen
pengadaan;

c. penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi saluran drainase
dan dinding penahan jalan;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang; dan

€. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas. it

- A
— ~\
— [

Paxagf'a’./f,sf,"]/ I \‘ | LS
Seksi Unit Reaksi Cepat Jembatan dan Saluran Drainase

Pasal 19

Seksi_ Uni ‘akﬂ fgp% ‘ Ueﬂﬂuat/gn/aan Saluran Drainase
iltugas me Ia :

aks mL;l;an"pengelolaan rehabilitasi dan
peme] iharaan jembatan, normalisasi saluran drainase dan

. dinding penahan jalan serta tugas lain yang diberikan oleh

[ )
| L

Kepala Bidang.

ﬁl Mn;u/k elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
),41:; Unit Reaksi Cepat Jembatan dan Saluran Drainase

mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan, dan
normalisasi jembatan, saluran drainase, dan dinding
penahan jalan;

b. penyesuaian kontrak pekerjaan rehabilitasi dan
pemeliharaan jembatan, saluran drainase, dan dinding
penahan jalan;

c. pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi peralatan dan
bahan atau material pemeliharaan dan normalisasi
jembatan, saluran drainase, dan dinding penahan jalan;

d. pelaksanaan pengerukan walet dan/atau normalisasi
saluran drainase;

€. pemantauan, monitoring, dan  evaluasi kegiatan
pengerukan walet dan/atau normalisasi saluran drainase;

f. pelaksanaan pekerjaan penanganan genangan banjir pada
ruas jalan dan jembatan;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang; dan



h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Air
Pasal 20

(1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengelolaan terhadap pembangunan dan
rehabilitasi jaringan irigasi;

b. menyusun strategi kebijakan operasi dan pemeliharaan,
perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air irigasi;

c. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi,
saluran drainase, dan bangunan pelengkapnya;

d. merencanakan dan menetapkan tata tanam;

e. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan,
dan evaluasi terhadap keglatan 1riggsi tersier dan
penyuluhan pengairan; dan 1 [/

f. melaksanakan tugas lain ‘yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

‘\‘~

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

1), be Daya Air, mempunyal fungsi meliputi:
é:{ { ] % /puian bahan dalam rangka
u ram, Kkegiatan, dan estimasi biaya
pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan

irigasi, drainase, serta bangunan pelengkapnya;
b. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan
irigasi, drainase, serta bangunan pelengkapnya;

[ A

" c. pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi
jaringan irigasi, drainase, serta bangunan pelengkapnya;

d. pemantauan dan identifikasi dampak serta manfaat
pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air dan
lingkungan;

e. penyusunan program operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi, drainase, dan bangunan pelengkapnya;

f. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi,
drainase, dan bangunan pelengkapnya;

g. perencanaan dan penetapan Rencana Tata Tanam dan
pembagian air irigasi;

h. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air irigasi;

i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi, dan bangunan
pelengkapnya;

j.- pengelolaan hidrologi dan penyediaan irigasi;



k.

1.
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pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
pembangunan dan perbaikan irigasi tersier;

pelaksanaan pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan
pengairan dan pemantauan serta evaluasi pemanfaatan
serta dampak pembangunan sumber daya air;

. penyusunan inventarisasi jaringan irigasi yang dikelola

oleh masyarakat / HIPPA; dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan, Waduk,
Dam, Saluran Irigasi
Pasal 21

(1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan, Waduk,

Dam, Saluran Irigasi mempunyai tugas :

a.

b.

b.

melaksanakan pembangunan Bendungan, Waduk, Dam,
Saluran Irigasi;

melaksanakan rehabilita,51 Bendungan Waduk, Dam,
Saluran Irigasi; dzy ;”‘
melaksanakan tugtisu:ugaé
Bidang.

J, / j:‘ ‘.‘ll w\ / “ |

lam yang “diberikan Kepala

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

i Ee angu an “dan Rehabilitasi Bendungan, Waduk,
B /* « ' I i‘gas empunyai fungsi meliputi :
pe

ksanaan pernbangunan dan rehabilitasi Bendungan,
Waduk, Dam, Saluran Irigasi;
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

- persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan SDA;

fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
fasilitasi pengadaan barang dan jasa konstruksi bidang
SDA;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 2

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer dan Sekunder

Pasal 22

(1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer dan Sekunder
mempunyai tugas :
a.

menyiapkan inventarisir Jaringan Irigasi,

b. menyediakan kebutuhan air irigasi;
s

menyusun dan memantau tata tanam;
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melaksanakan inventarisasi kerusakan Irigasi Primer dan
Sekunder, dan bangunan pelengkap lainnya;

memelihara Irigasi Primer dan Sekunder, dan bangunan
pelengkap lainnya; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer dan

Sekunder mempunyai fungsi meliputi :

a.

penyiapan inventarisasi garu sawah, jaringan irigasi,
drainase dan bangunan pelengkapnya, sumber mata air,
sumur air tanah dan sumber air lainnya;

pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi di bidang
operasi, hidrologi, dan hidrometri;

perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air irigasi;
penyiapan bahan untuk penyusunan, penetapatan tata
tanam, pembagian irigasi serta pedoman dan tata
laksananya;

penyiapan bahan untuk penetapan prioritas pembagian
air;

pelaksanaan pem;mt an dan evalua51 terhadap operasi
jaringan 1r1gasi, dré se i bangunan pelengkapnya;
penyusunan laporan te tang pelaksanaan operasi,
pemanfaatan air / sumber air, jaringan irigasi, dan
l{an unan pelengkapnya,

n bahan untuk pengawasan dan pengendalian

a 1 as dan sumber daya air, kegiatan operasi dan

‘iharéan jaringan irigasi, dan bangunan
pelengkapnya,

penyiapan inventarisasi kerusakan Irigasi Primer dan
Sekunder, dan bangunan pelengkapnya;

penyusunan rencana kebutuhan untuk pemeliharaan
Irigasi Primer dan Sekunder, dan bangunan pelengkapnya;
pelaksanaan pembinaan dalam rangka pemeliharaan
jaringan irigasi, dan bangunan pelengkapnya;

penyusunan laporan tentang pelaksanaan pemeliharaan
Irigasi Primer dan Sekunder, dan bangunan pelengkapnya;
dan

. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Paragraf 3
Seksi Irigasi Tersier dan HIPPA
Pasal 23

(1) Seksi Irigasi Tersier dan HIPPA mempunyai tugas :

a. melaksanakan perencanaan teknis, pembangunan, dan

perbaikan jaringan irigasi tersier;
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b. melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok HIPPA;
c. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi [rigasi Tersier dan HIPPA mempunyai fungsi meliputi :

a. penylapan bahan pembinaan dan penyusunan perencanaan
teknis pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi tersier;

b. pelaksanaan penyediaan air irigasi dan melaksanakan
pembagian serta pemberian air irigasi pada jaringan irigasi
tersier;

c. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi
tersier;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang
pembangunan dan perbaikan irigasi tersier; -

e. penylapan bahan petunjuk dan//pjtﬁbmaan terhadap
pengelola serta pemanfaat sumb_erfdéya air;

f. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan tentang dampak
pembangunan sumber daya airy

g. é[ ?p an ggota H/PPA
h. ;\L Eﬁm m\anyusuﬂ Tlaporan mengenai
P \ser al pemgnfaatan pengairan jaringan irigasi,
- dramase dan bahgunan pelengkapnya; dan
/,/‘} f/\ \_\le}pbrg/n pertanggungjawaban atas pelaksanaan
i /ﬁ \ “
g Bagian Keenam
B Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pemanfaatan
— Aset Infrastruktur
// Pasal 24
,//

(1) Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Aset

Infrastruktur mempunyai tugas:

a. melaksanakan tugas pendataan, pengendalian, dan
pemanfaatan aset infrastruktur kebinamargaan dan sumber
daya air yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
Kabupaten Jember;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Aset

Infrastruktur mempunyai fungsi meliputi :

a. penginventarisasian aset infrastruktur bidang kebinamargaan
dan sumber daya air;

b. pemuktahiran data aset infrastruktur bidang kebinamargaan
dan sumber daya air secara berkala,
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c. penyusunan dokumen leger jalan;

d. pengawasan, dan pemantauan terhadap pemanfaatan aset
infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air—di luar
fungsinya;

e. pelaksanaan tindakan turun tangan dan pelaporan hasil
pengawasan pemanfaatan aset infrastruktur kebinamargaan
dan sumber daya air ;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas; dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Seksi Aset Kebinamargaan
Pasal 25

(1) Seksi Pendataan Aset Infrastruktur hebmam&rgdan Perencanaan
Teknis Pekerjaan Umum mempunyai tu»g:is E ;

a. menyusun, mengelola, mengawasi, mengendahkdn dan .

mengevaluasi teknis aset infrastruktﬁr di bldang bina marga;

dan
. ?l d&?\z k”e\i/n tﬂclerCpala Bidang.
(2) Untu Tﬁ? /adﬁaksud pada ayat (1),
£ set Ke 1némargaan mempunyal fungsi meliputi :

a. pelaksanaan survey inventarisasi jaringan jalan dan jembatan
éu yang mengadl kewenangan Kabupaten Jember;

;aﬂ sistem informasi database jaringan jalan dan
/3@‘@1 yang menjadi kewenangan Kabupaten Jember;

| ¢~ pelaksanaan pemuktahiran database jaringan jalan dan

jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jember;

- . d. Penyusunan, pengelolaan, pemetaan, penyajian, dan
penyimpanan dokumen leger jalan;

€. penyusunan rencana pengawasan pemanfaatan  aset
infrastruktur kebinamargaan,;

f. pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset
infrastruktur kebinamargaan;

g. pelaksanaan pengkajian serta mengawasi pelaksanaan
mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan lain
yang berada di RUMIJA;

h. penyiapan rekomendasi perizinan, pemanfaatan RUMIJA;

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang

1. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.
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Paragraf 2

Seksi Aset Sumber Daya Air
Pasal 26

(1) Seksi Aset Sumber Daya Air mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun, mengelola, mengawasi, mengendalikan, dan
mengevaluasi teknis aset infrastruktur di bidang sumber daya
air; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Aset Sumber Daya Air mempunyai fungsi meliputi :

a.

b.

Al

r2

pelaksanaan survey inventarisasi jaringan sumber daya air
yang menjadi kewenangan Kabupaten Jember; '
penyusunan sistem informasi database jaringan sumber daya
air yang menjadi kewenangan Kabupaten Jember;
pelaksanaan pemuktahiran database jaringan sumber daya
air yang menjadi kewenangan ch(@rhﬁxr
penyusunan, Pengelolaana/gémét/éa"n,“‘ dan penyajian sistem
informasi sumber daya air;, / B
pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penertiban terhadap
sempa anai\%, ibgmg’unan,yanﬁnélintasi;kebersihan jaringan

. : i\ - A
i , drgin Se,'ﬂajj}fthkapnya;

en LH‘}I ql_\ rut ‘CL a_| pengawasan pemanfaatan aset
nfrastruktur sbmber'"d-ayé air;

pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset
iktur sumber daya air;
itian dan pengkajian pemanfaatan sempadan irigasi ;

pelaksanaan pengkajian serta mengawasi pelaksanaan
mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan lain
yang berada sempadan irigasi, maupun yang melintasi
jaringan irigasi, drainase, dan bangunan pelengkapnya;
penyiapan bahan untuk perencanaan dan penetapan
perubahan dan/atau pembongkaran bangunan pada jaringan
irigasi, drainase, dan bangunan pelengkapnya;

penyiapan rekomendasi perizinan, pemanfaatan sempadan
irigasi, maupun yang melintasi jaringan irigasi, drainase, dan
bangunan pelengkapnya;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang; dan

m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
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Bagian Ketujuh
Bidang Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi
Pasal 27

(1) Bidang Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi mempunyai
tugas melaksanakan tugas di bidang alat berat dan laboratorium
konstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi mempunyai
fungsi meliputi :

a. penyusunan rencana kebutuhan akan alat berat dan

laboratorium konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas -

Dinas; o
b. pelaksanaan tata usaha barang kendaraan dan alat berat dan
laboratorium konstruksi serta tata usaha

pendapatan/retribusi kendaraan, alat berat dan laboratorium
konstruksi; -
c. pelaksanaan peng,;(ljay/ pg’n’fpma\anw | penggunaan,—
penggudangan, serta. mdrx a dfcm Hahddradh dan alat berat;
d. Pelaksanaan pengadaan pembmaan penggunaan, dan

pemehharaan sarana prasarana dan bahan laboratorium
ksij \ || PR

g gr#e %] AULﬁBk/penyusunan alokasi serta
uEQ WE\E distribusian kendaraan dan alat berat;
rosesan e/mmjaman penggunaan kendaraan dan alat
berat bagi perorangan/badan usaha dan jasa usaha pengujian
ruksi di laboratorium konstruksi;

penataan dan perbaikan kendaraan, alat berat dan sarana
prasarana laboratorium konstruksi; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang; dan
i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.
Paragraf 1
Seksi Pemanfaatan Alat Berat
Pasal 28

(1) Seksi Pemanfaatan Alat Berat mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan peralatan alat - alat berat serrta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pemanfaatan Alat Berat mempunyai fungsi meliputi :

a. penyusunan rencana kebutuhan alat berat  dan
pengadaannya;
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b. pengoperasionalan dan pengendalian kendaraan dan
alat berat yang digunakan perseorangan maupun badan
usaha;

c. penatausahaan kendaraan dan alat berat;

d. pemprosesan perijinan penggunaan kendaraan dan alat berat
bagi perseorangan maupun Badan Usaha;

e. pengaturan pendistribusian pemakaian dan/atau persewaan

| kendaraan dan alat berat;

f. penyusunan inventarisasi dan laporan pemakaian kendaraan
dan alat berat serta perbekalan;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang; dan
h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.
Paragraf 2 /,/'/
Seksi Bengkel Alat Berat -
Pasal 29

(1) Seksi Bengkel Alat Berat me/ptm a} tugas
a. melaksanakan pe g Lélat lbc:rat Hdn pengclolaan
perbengkelan b?:er' }:{Lr (1 alan;| dan | =
b. melaksanékaﬁ tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala

B1dang

k tugﬁqse/agalmana dimaksud pada ayat (1),
mpunyai fungsi meliputi :

e yuT n_ 4:n/caf1;f kebutuhan perbekalan untuk

kendaraan dan alat berat termasuk suku cadang dalam
rangka pelaksanaan tugas dinas;
~penyediaan kebutuhan perbekalan termasuk suku cadang
bagi kendaraan dan alat berat;
pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dan
alat berat;

d. pengujian atas kelaikan kendaraan dan alat berat;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang;
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.
Paragraf 3
Seksi Laboratorium Konstruksi
Pasal 30

(1) Seksi Laboratorium Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan laboratorium konstruksi serrta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Laboratorium Konstruksi mempunyai fungsi meliputi:
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a. penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan bahan
laboratorium konstruksi dan pengadaannya;

b. penatausahaan  peralatan dan  bahan  laboratorium
konstruksi;

c. pemprosesan jasa usaha penggunaan laboratorium
konstruksi bagi perseorangan maupun Badan Usaha;

d. pelaksanaan pengujian mutu bahan dan/atau konstruksi
infrastruktur;

e. penyusunan inventarisasi dan laporan pemakaian peralatan
dan bahan laboratorium konstruksi;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang; dan
g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.
BAB IV ,
UPT e
Pasal31 [

(1) UPT merupakan unsur pelaksana tekfﬁé operasional Dinas.
(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepad& Ke ala Dmas, J A

(3) UPT d1bamu ol f S\hﬂq :
(4) Sub Ba i lprujn o\l Képaia bub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
(5) Jum_lah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas

[ | dan fungsi/UPT diatur dengan Peraturan Bupati.
— T
» /

[ ) A e BAB V
-‘ KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 32
aill (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
/ dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 33
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan funginya, Kepala Dinas,
Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
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Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing.

(2) Setiap pemimpin  satuan organisasi  wajib mengawasi
bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi

dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan -

untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk membenkan
petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan gl»a ‘kepada satuan
organisasi lain yang secara fungy@ﬁak“mémpuﬁyal hubungdn

kerja.
Pasal 34
Bagan Strukt \g mc]ﬁ f almah& fercantum  dalam
i r ?TJM .Jﬂn t(] k- rﬁlsahkdn dari Peraturan
Y -
BAB VII

U NGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
U DALAM JABATAN
Pasal 35

H) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang
berlaku.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat atas wusul Kepala Dinas melalui
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 36
(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon [l b atau Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan
Administrator.
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(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon Il b atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan
Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan Jabatan Eselon
IV b atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember (Berita

Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 37), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38 i
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

—~
— e
il

Agar setiap orang mengetahuinya,ﬁj‘mefrierifltahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember

|

ﬁ{ ! thﬁtéJ)kan di Jember

pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

Diundangkan di Jember

pada tanggal

3 jﬂV\Va“ 2019

SEKRETARIS DAERAH,

Ir.

IRFANO

Pembina Utanla Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019 NOMOR 7
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Kelompok Jabatan Fungsional i '
l s o
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T \ | Pelaporan
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